KEUANGAN DESA - PEDOMAN PUNGUTAN BAGI PEMERINTAH DESA

2026

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 31, BD 2026/NO. 31, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN
PUNGUTAN BAGI PEMERINTAH DESA

Abstrak .- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1)
Perbup Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas dan
Pasal 39 Perbup Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan di Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pungutan Bagi
Pemerintah Desa;

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah
sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah
Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang



10.

11.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7169);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor
48);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2020 Nomor 28);
- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini
adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum mengenai jenis pungutan desa (pungutan
jasa usaha desa, pungutan penggunaan aset desa, dan
iuran swadaya masyarakat) dalam rangka peningkatan
Pendapatan Asli Desa (PADes);

2. Objek pungutan jasa usaha desa (kios/pasar desa, mata air,
kebersihan, parkir, wisata, dIl.) dan penggunaan aset desa
serta penegasan bahwa objek pungutan tidak dapat
dijadikan objek sewa/kerjasama pemanfaatan aset desa;

3. Mekanisme penetapan pungutan desa melalui Peraturan
Desa (Perdes) yang dibahas bersama BPD, dikonsultasikan
melalui musyawarah desa, serta dievaluasi oleh Camat atas
delegasi Bupati;

4. Tata cara pemungutan, penggunaan surat ketetapan/kartu
langganan/kupon/karcis, penyetoran hasil pungutan ke
rekening kas desa maksimal 3 hari, serta pemberian insentif
petugas pemungut paling banyak 10%;

5. Larangan pungutan desa atas jasa layanan administrasi
masyarakat (surat pengantar, rekomendasi, dan surat
keterangan), pembinaan dan pengawasan oleh Camat dan
Inspektorat Daerah, serta ketentuan peralihan terhadap unit
usaha BUM Desa.

Catatan . Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2026 dan
diundangkan pada tanggal 3 Juli 2026;



